
BUPAT} PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 050. 13.05/Kep. 169.A-Bappelitbaugd.al 2A22

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR
050. 13.05/Kep.6 12-Bappelitbangda I 2Ol9 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

FASILITASI PtrNYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERU SAHAAN {TJSLP}

DI KABUPATEN PURWAKAR?A

Menimbang

BUPATI PURWAKARTA.

bahrna berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan {TJSLPi di Kabupaten Purwakarta, dipandang

perlu melakukan perubahan ketiga Atas Keputusan Bupati

Nomor 050. 13.05/Kep .612- Bappelitbangdal2019 tentang

Pembentuka-n Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan {TJSLPi di

Kabupaten Purr.r,akarta.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah kabupaten da-lam

Lingkungan Provinsi Jas,a Barat (Berita Negara

Republik indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah

diubah dengan Undang - Unclang Nomor 4 ?ahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 1+ Tahun 1950 tentang

PemLrentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jar,va Barat (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851 );

Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74,

Tamkral:an l,embaran N*gara F-epuhlik Indan*si+

Nomor 4297), sei:agaimana teiah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2A tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 245, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573j;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AAT tentang

Penanamal Modal {Lerabaran Nega-ra RepuLrlik

Indonesia Tahun 2AAT l$omor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72a);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2A2O tentang Cipta Keqa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A

Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6573);

Undang-Unrlang ltomor 40 Tahun 2**7 tentang

Perseroan Terbatas i Lembaran Negara Reputllik

Indonesia Tahun 2AOT Nomor 106, TamLrahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4756);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2A2O tentang Cipta Kerja

(l-en:baran Negara Repuhrl& Indonesia Ncmnr 245.

Tambahan Lembaran Negara Reputrlik indonesia

Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587),

seb*"g*ieana telah diubah b+berapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2*

tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2A Nomor 245, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731;

3.

4.

5.



6. Peraturan Pemsrinl6h Nomor 47 Tahun 2012

tentang TanggungjawaLr Sosial di l,ingkungan

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

lndone*ia Tahun 2012 N*mcr 89, Tarnhahan

Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 5305i;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2416

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5888), sebagaimana telah diubah denga*

Per=turan Pemeriatah Nomor 72 Tahun 20ig

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2A16 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al9

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RepuLrlik

Indonesia Nomor 6aA2\;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2A17

tentang Bacian IJsaha N{ilik Daerah {l.emb+ran

Negara Republik Inclonesia Tahun Z9ff I'{omor 305,

TamLrahan Lembaran I'{egara Republik Indonesia

Nomor 6173i;

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor Per-OS/MBV I2OAT tentang Program

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha

Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2A12

tentang Forum Tanggungjawab Sosial Dunia Usaha

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722):

Peraturan Daerah Provinsi Jarn'a Barat Nomor '2

Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung ."law-akr

Sosial dan L.rngkungan Perusahaan Se::ta Frcgram

Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat

{Lembaran Daerah Provinsi Janna Barat Tahun 2013

Nomor 2 Seri E)l

t.

8.

9.

10.

11.



72.

13.

Peraturan Gubernur Jau,a Barat Nomor 30 Tahun

2011 tentang Fasilitasi Penyeienggaraan Tanggung

Jarvab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Punvakarta Ncmor 16

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purw-akarta

Tahun 2005 {Lembaran Daerah Kabupaten

Punvakart.a Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Punnakarta Nomor 3

Tahun 2A21 tentang Perubahan atas Peraturan

f)eerah Kehrrnaten P*nr,'ak-arta Nomor 1 Tahun 2*1Q

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun

2Orc-2A23 (Lembaran Daerah Kabupaten

Puru,al.iarta Tahu n 2A21 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Puru.akarta Nomor 12

Tahun 20i9 tentang Tanggung .-Iaw'ab Sosiai dan

Lingkungan Perl:snhaan (Tembaran Daerah

Kabupaten Punvakarta Tahun 2019 Nomor 12i;

i6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 170 Tahun

2A2A tentang Pedoman Peiaksanaan Tanggung

Janvab Sosial dan Lingkungan Perusahaan {Berita

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2A2A Nomor

82);

MEMUTUS}iAN :

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Punvakarta

Nomor: 050, 13 05/Kep. 51"2-Bappelitbangdal20t9

tentang Pembentukan Tine Fasilitasi Penyelenggaraan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

{TJSLP) di Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah

diubah Lreberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati

Purwakarta Nomor: 0s0. 13.05/Kep.372-

14.

15.

Menetapkan

KESATU

Bappelitba*gdal?Q?l Tentang Perubakran Kedua Atas



Keputusan Bupati Punvakarta. Nomor :

050. 1 3. 05/ Kep.6 1 2 / tsappelitbangda I 20 19 tentang

Fembentukan Tirn Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung

Ja.=*=,ab S*sial dan Lingkunga-n Perusahaan {TJSI-P} di

Kabupaten Purvi,'akarta diutrah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

1. Ketentuan dalam diktum KEEMPAT diubah,

sehingga diktum KEEMPAT berbun;ri sebagai berikut

:

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksr:d diktum

KEDUA, Tim Fasilitasi

Penyelenggaraan TJSLP mempunyai

flungsi :

a. Pemberian Infbrrnasi kepada

Perangkat Daerah untuk
mengidentifikasi dan

rnengilventarisasi data infcrmasi

ungguian yang layak dibiayai

melalui dana Tanggung .]anEatt

Sosial dan Lingkungare

Perusahaan;

h. Penyusunan jadwal dan agenda

rutin pen;,elenggaraan program

Tanggung Jarvab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan;

c. Penyebarluasan informasi jadr,vai,

agenda dan tempat

programpenyelenggaraan

Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan;

d. Peny-iapan dan inforraasj terkir:i

program Tanggung Jalvab Sosial

dan Lingkungan Perusahaan;

e. Pengkompilasian daftar prioritas



CTb'

L

i.

j.

program, kegiatan dan calon

Mitra CSR/TJSLP;

Pelaksanaan verifikasi prioritas

prelgrarn dan kegiatan -Yang

diusulkan kepada calon Mitra

CSR/TJSLP;

Sinergitas antara program atau

kegiatan antara Pemerintah

KaLrupaten Purwakarta dengan

Mitra CSR/TJSLP;

Pemaparan refleaega:: rencalla

kerja Tanggung Jarnab Sosiai dan

Lingkungan Perusahaan;

Penyepakatan prioritas program

dan kegiatan yang dil:iaruai

meialui dana tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan

Perusahaan:

Pelaksanaan fasilitasi

penandatangan naskah

kesepakatan Bersama dan/atau

pe{anjian Kerjasama

penyelenggaraan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan;

Pelaksanaan fasilitasi fulitra

CSR/TJSLP dalam melaksanakan

program Tanggung Jar,r,alr Sosial

dan Lingkungan Peru sahaan :

Pengkoordinasian dengan pihak

Provinsi Jawa Barat dalam

perencaxaan prcgram, fasilitasi

perencarraan, evaluasi,

dan pelaporan Tanggung Jau,ab

Sosiai dan Lingkungan

Perusahaan:

1-
I{..



m. Evaluasi

penyelenggaraan

pelaporan

fasiiitasi

tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan dan

perkembangan

penyelenggaraan

program Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan Perusahaan

kepada Bupati Puri*'-akarta dan

GuLrernur Jaw'a Barat secara

herkala Bupati Pur-r*,aka::ta dan

Gubernur Jarva Barat secara

berkala atau seu,aktu-w'aktu

apabila

meliputi:

dipandang perlu,

1. Reaiisasi fasilitasi

pen.Yslsnggaraan pr*grasl

Tanggung Jawab Sosial rlan

Li.ngkungan Perusahaan;

2. Capaian kinerja fasiiitasi

penyelenggaraan progrant

Tanggung JawaLr Sosial dan

Lingkungan Perusahaan;

3. Permasalahan ),ang

dihadapi dan i.rpaya

pencegahannya; dan

4. Rencana tindak lanjut

Kepala Perangkat Daerah seiaku

Ketua Pokja ciapat melaksanakan

tugas pemhrentukan panitia

kesiatan nenerim&an TJSLP bila

dipandang periu.

fasilitasi

pr0gram

n.



Ketentuan dalam lampiran I dan Larnpiran II diubah

sehingga bertrunyi sebagaimana tercantum dalam

lampiran i dan Lampiran II dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purn akarta

Pada Tanggal : f f:u>tz-ttrta\ ?ozZ

BUPATI PURWAKARTA
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LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

Penanggungjax.ab
Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris

Sekretariat
Ketua

Anggota

Keiompok l{erja
{\CLLIA

Sekretaris

Anggota

: KEPUTUSAN BUPATT i'riRWAIi{RTA
: 050. 13.05lKep.iu1 s-Bappelitbarrgda I 2422
: / feueuatzl '90'zz
: PERUBAHAN KETiGA KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 050. 13.05/Kep.612-Bappelitbangda 12019 TENTANG

PI1MBENTUKAN TlI\{ FASILITASI PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN L]NGKUNGAN PERUSAHAAN
(TJSLP) Di KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DI KABUPATEN PURWAKARTA

Bupati Purwakarta
Sekretaris Daerah Kabupaten Purrvakarta
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian
dan Pembangunan Kabupaten Punvakarta
Iiepala Badan Perencanaan Pernbangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Punvakarta

Sekretaris BaPPelitbangda
Purrvakarta
1. Kepala Bagian Hukum Setda

Puruakarta
2. Kepala Bagian Pernerintahan

Kabupaten Punvakarta
3. Kepaia Bagian Administrasi Femi:angunan

Setda Kahrupaten Punvakarta.
4. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

Bappelitbangda Kabupaten Purr,'''akarta.
5. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan

SDA Bappelithiangda Kabupaten Pur=w'akar ta.
6. Anaiis Kebijakan Ai11i Murla Bagian

Pemerintatran Setda Kabupaten Puru'akarta'

Bidang Pendidikan :

: Hepaia Dinas 'Dendiiiikan Kabupaten Fun'r'akarta
: Kepala Bidairg Perencanaan, Pembiayaan dan

Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda
Kabupaten Purwakarta

: Kasubi:ag Keuangan Dinas Fendid'ikan
Kal:u Paten Purtl'akarta

Kabupaten

Kabupaten

Setda

Kelompok Kerja Bidang Kesehatan :

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purrvaka::ta

Sekretarie : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pe*1}:aflgunan



Anggota

Kelompok Kerja
Ketua
Sekretaris

Anggota

Keiompok Keqja
Ketua

Sekretaris

Anggota 1

Anggota 2

Keiompok Kerja
Ketua

Sekretaris

Anggota

Manusia Bapi'elitbangda Kabupaten Purwakarta
: Kasubbag l{euangan Dinas Kesehatan

Itabupaten Purwakarta

Bidang Sosiai dan Keagamaan :

: Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Funnakarta
: Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah

Kabupaten Purwakarta
: Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan

Pelaporan Bappeiitbangda Kabupaten
Purs'akarta

Bidang infrastruktur dan Lingkungan Hidup :

Kepaia Dinas Lingkungan i{idup Kabupaten
Puru.akarta
Kepala Bidang Sarana dan Prasararia Wilayah
Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta
Kasubbag Perencanaan, Keuangar: dan
Feiapor=an Dinas Ferurrrahar: dan Karvasar:
Permukiman Kabupaten Punvakarta
Kasubbag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

Bidang Ekonomi :

: Kepaia Dinas Penanaman Modai dan Peiayanan
Terpadu Satu Pintu Kabr-rpaten Purwakarta

: Kepaia Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
Kabupaten Purwakarta

: Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA
Bappelitbangd.a Kabupaten Punvakartai .

Kelompok Kerja Bidang Olah
Ketua :

Sekretaris

Anggota

Raga dan Seni Budaya :

Kepa-ta Dinas Kepemudaan, Olah Raga,
Pariwisata dan Budaya KaLrupaten Purwakarta
Kepala Bidang Olah Raga Disporaparbud
Kabupaten Purwakarta

: Kasubbag Keuangan Dinas
Clahraga, Pariwisata dan
Kabupaten Purvakarta

Kepernudaan,
Kebuciayaan

Kelompok Kerja Bidang
Ketua

Sekretaris

Anggota

Evaluasi:
; irispektur pada inspekrorai Daerah iiabu;ra'ueri

Purn'akarta
: Inpektur Pembantu I inspektorat Daerah

Kabr-ipaten Pu nn akarta
: Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupat.en

I), . *..* 1-^ *+ *rLti wiili.al i"a



Kelompok Kerja Bidang PelaPoran :

Ketua

Sekretaris

Anggota

: Kepala Badan l{euangan dan Aset
Kabupaten Punvakarta
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Punarakarta
Kasr,rbbid Pencatatan dan Mutasi Bidang
Pengeiolaan Aset Daerah Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Punryakarta.

BUPATI PURWAKARTA,

Daerah

RATNA MUSTIKA


